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Tingkatan Modernisasi

Organisasi Pemerintah

Orgamization Modermization level ICT Role

1. Bureaucratic Begin Automatizated Workflows (e-Admimistration)

2. Professional Mddle Citizenship Interaction (e-Government).

5. Relational A dvanced ey for transparency, accountability and

collaboration (Open Governmeni,.

4. Intelligent Optimal: Adopted completly Interconnected Ecosystem (Smart
[nteroperability principle and Open  |Government)
Innovation as tool

Table 1.- Modermzation phases in Public Orgamzations, and ICT Role. Source: Jimenez et al. (2014)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG

SE

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

‘Menimbang

!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, :

a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan, Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (2) ,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan |
kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur secara |
nasional mengenai Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata
Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu '
Tanda Penduduk Elektronik:



PSTE - SPBE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Pasal 23
NOMOR 82 TAHUN 2012 Penyelenggara  Sistem  Elektromik  harus  menjamin
berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan
TENTANG peruntukannya, dengan tetap memperhatikan
interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK || sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.

Yang dimaksud dengan “interkonektivitas” adalah
kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa
berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam
pengertian interkonektivitas adalah mencakup kemampuan
interoperabilitas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
NOMOR 95 TAHUN 2018
a. efektivitas;

TENTANG

b. keterpaduan;
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK L nnanaed
(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | ¢ cfisienst
huruf { merupakan koordinasi dan kolaborasi antar | € akuntabilitas;
Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam | f interoperabilitas; dan

rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan | g. keamanan.
SPBE.




Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

(3)
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Pasal 26
Penggunaan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses
dan pemenuhan standar

data dan informasi,

interoperabilitas data dan informasi.

Standar interoperabilitas data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
yang
pemerintahan di

menteri menyelenggarakan urusan

bidang  komunikasi dan

informatika.

Instansi Pusat menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat

masing-masing.

Pemerintah Daerah menggunakan data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) Arsitektur SPBE

Pemerintah Daerah masing-masing.

didasarkan pada

(7)

Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Instansi
menteri

perencanaan pembangunan nasional.




SPBE

Paragraf 7

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 33

(1) Penggunaan Sistem

pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam

Penghubung Layanan

melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus

menggunakan  Sistem Penghubung  Layanan

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan

Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan Jaringan Intra pemerintah;

b. memenuhi standar antar

Layanan SPBE;

interoperabilitas

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari

yang
pemerintahan  di

menteri menyelenggarakan urusan

bidang komunikasi dan

informatika; dan

“4)

()

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

antar Layanan SPBE
huruf b
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

interoperabilitas

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang telah menggunakan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9)
sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah

ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung
Layanan pemerintah; dan

b. memenuhi  ketentuan  penggunaan = Sistem

Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).




Satu Data

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMCR 39TAHUN 2019
TENTANG

SATU DATA INDONESIA
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola
Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi
Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Data,

Referensi dan Data Induk.

Interoperabilitas dan menggunakan Kode

8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data

untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang
saling berinteraksi.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

a. konsisten dalam sintak /bentuk,
struktur/skema/komposisi penyajian, dan
semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas
Data diatur Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

dengan Peraturan
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Permenkominfo 1/2023

ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA
NASIONAL

ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS
INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

MENTE
PENYELENGGARA LID INSTANSI PUSAT DAN
INSTANSI DAERAH
Contoh Ala -
172.16.37.1 Katalog LID Nasional / IPPD mm
—
PERATURAN M s
Sistem Penghubung
Contoh Alamat LID di Katalog: LID IPPD
=T 172.16.37.82/master/Kota
DAT/
INTEROPERAE -
SISTEM PE

]

PENYEDIALID
(PROVIDER)

PENGGUNA LID

(SUBSCRIBER)
DOKUMEN e
ELEKTRONIK
DATA
. "

i

Keterangan:

Penyedia LID da

dan/atau dokum

menggunakan Kz Contoh Contoh
g : DOKUMEN

Jaringan adalah | ELEKTRONIK

Alamat Alamat
Pengguna LID: Penyedia LID: DOKUMEN
ra ELEKTRONIK
rone b i 1034.15 10.3.2.9/Kota




splp.layanan.go.id

@ SPLP Portal Penyedia Summary Report Konsolidasi Data

Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

Merupakan sistem untuk mendukung interoperabilitas data
antar layanan Pemerintah bersekala Nasional

Pengguna Layanan Penyedia Layanan

917 153 15 1689 454 97

API Published API Created API Deprecated Total User Total Tenant Active Visitor
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Katalog API

Kategori API

(

AP SEMUA IPPD

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN INFORMASI GEQSPASIAL

BADAN INTELIJEN NEGARA

BADAN KEAMANAN LAUT RI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL

BADAN KOORDINAS| PENANAMAN MODAL

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BADAN SAR NASIONAL

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BADAN STANDARISASI NASIONAL

Portal Penyedia Summary Ri Konsolidasi

10 BERITA WEBLA. AGENDA JATENG AGENDA HUMAS KA. AGENDAKABUPATEN
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PUBLISHED PUBLISHED PUBLISHED

AGENDAOFPD ALAPSELUMAKAB ALAT BERAT PUPR. ANGGOTA MPRRI

LIHAT DETAIL LIHAT DETAIL LIHAT DETAIL
PUBLISHED PUBLISHED PUBLISHED

-y '
BRIN ¥

ANGGOTADPRDKABT. API API SSO APIBATAM

LIHAT DETAIL . LIHAT DETAIL . LIHAT DETAIL e
PUBLISHED PUBLISHED PUBLISHED

APIOPENDATABNN APISOLOKKOTA ASET SAMPANG BAHANPOKOK

LIHAT

LIHAT DETAIL LIHAT DETAIL

PUBLISHED PUBLISHED PUBLISHED PUBLISHED

LIHAT DETAIL
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LIHAT DETAIL

LIHAT DETAIL
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